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KATA PENGANTAR

Derasnya arus informasi yang diterima oleh publik pada saat ini, membuat pemerintah memandang
perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, agar publik dapat meperoleh informasi secara
resmi dan lengkap mengenai pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai saluran informasi. Hal tersebut
sejalan dengan ketentuan pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
1945) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi
dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya,
pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan juga
telah diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(UU KIP) yang secara komprehensif mengatur kewajiban Badan Publik untuk memberikan akses informasi
secara efisien. .

Laporan ini disusun dengan tujuan memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan
pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang telah dilaksanakan di lingkungan Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan harapan keterbukaan informasi

-publik akan mendorong partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang tepat dan
tatakelola pemerintahan yang baik.

Kupang, Maret 2023
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Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan
lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi
publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk
mewujudkan penyelenggara negara yang baik.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk
diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang
untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan publik. Keberadaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan:

1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi;
2. Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu,
dengan biaya ringan/proposional.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, tugas Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik pada pemohon informasi publik.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 Tentang
Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa dalam rangka
keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik,
diperlukan adanya pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintahan provinsi Nusa

Tenggara Timur.



Regulasi

Tahun
No. Peraturan Tentang Terbit
1. Undang-Undang Nomor 14 Keterbukaan Informasi Publik 2008
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Pelaksanaan UU Nomor 14 tentang 2010
keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Gubernur NTT Sistem Layanan Informasi dan 2021
Nomor 30 Tahun 2021 Dokumentasi Publik Provinsi NTT
4. Keputusan Gubernur NTT Informasi Publik yang dikecualikandi 2015
Nomor 37/KEP/HK/2015 Lingkungan Pemerintah Provinsi
NTT
5. Keputusan Gubernur NTT Pengelola Layanan Informasi dan 2019
Nomor 91/KEP/HK/2019 Dokumentasi Provinsi NTT
6. Keputusan Kepala Dinas Kominfo Klasifikasi Daftar Informasi Publik di | 2021
Provinsi NTT Nomor067/093/Kominfo | Lingkungan Pemerintah ProvinsiNTT
2.1/KEP/2021
7. Keputusan Gubernur NTTnomor Pengelolaan Layanan Informasidan 2022
122/KEP/HK/2022 Dokumentasi Provinsi Nusa
Tenggara Timur
8. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan | Pengelola Informasi dan Dokumentasi 2022

Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT
Nomor 188.4/36/DLHK1.1/22

(PPID Pembantu) Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT TA
2022

Tabel 1 Daftar Regulasi dan Kebijakan




Selanjutnya, dalam memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID Pembantu
melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik, PPID Utama mengkoordinasikan
pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh PPID Pembantu. Untuk selanjutnya, bagi informasi
yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan
dimumkan secara berkala, informasi yang waijib tersedia setiap saat dan informasi serta-merta.

Sementara itu, terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID Utama
bersama unit terkait, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID Utama
sebagai informasi serta merta. Dengan ditetapkannya SOP terkait Layanan Informasi PPID dan Daftar
Informasi Publik, diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya yang pada
akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan serta perwujudan Good Governance di

lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.






Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

A. Pelayanan Informasi Publik

1. Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Informasi Publik

Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirimdan/atau
diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan
Pemerintah Daerah. Untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan informasi publik di
lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur diperlukan prosedur operasional standar
(Standard Operating Procedure/SOP) pelayanan informasi publik.
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Gambar 1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi Publik
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Gambar 2. SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi Publik
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Gambar 3. SOP Pengelolaan Sengketa atas Informasi Publik
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Gambar 4. SOP Penetapan dan Pemutahiran Daftar Informasi Publik
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2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan PPID Pembantu Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan
informasi PPID. Permohonan yang masuk melalui aplikasi PPID Pembantu akan langsung
ditindaklanjuti oleh operator PPID Pembantu, namun apabila permohonan informasi yang diajukan
membutuhkan penjelasan lebih mendalam atau detail maka akan diteruskan ke Pimpinan OPD
untuk ditindaklanjuti. Untuk pemohon informasi yang langsung datang ke kantor Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur akan dilayani di tempat yang telah disediakan.

Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dibentuk
Inovasi Pojok Integritas berdasarkan SK. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor: 188.4/71A/DLHK.1.1/2022. Pojok Integritas dibangun sebagai bagian
dari Keterbukaan Informasi Publik dan Pelayanan Publik yang lebih baik dimana Masyarakat umum,
Instansi Negeri atau Swasta (individu atau kelompok) dapat melakukan Konsultasi dan Pengaduan,
Perijinan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pertimbangan Teknis, Permintaan Bibit Tanaman
Kehutanan dan semua yang berkaitan dengan Tugas dan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup

dan Kehutanan.

Waktu operasional layanan informasi yang dilaksanakan di Pojok Integritas Kantor Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT dimulai pada Pukul 09.00 Wita s.d 15.00 Wita,
namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan
haknya. Pemohon informasi juga dapat menggunakan aplikasi PPID Pembantu dan media sosial

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT seperti Facebook, Instagram dan Twitter.

3. Sumber Daya Manusia

Selain sarana dan prasarana, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pembantu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur juga memiliki
SDM yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 188.4/36/DLHK1.1/22 tanggal 12 April 2022 Tentang
Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
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NO. JABATAN DALAM PPID JABATAN DALAM DINAS
1 2 3
1. | Atasan PPID Pembantu Kepala Dinas
2. | PPID Pembantu/ Ketua Sekretaris Dinas
3. | Sekretaris PPID Pembantu Kepala Sub Bagian Program Data dan
Evaluasi
4. | Bidang dan Sekretariat Bidang Pengolah
Data dan Klarifikasi Informasi
Koordinator Kepala Bidang Penataan dan
Pemanfaatan
Anggota Staf Bidang Penataan dan Pemanfaatan
5. | Bidang Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi
Koordinator Kepala Bidang Pembinaan
Anggota Staf Bidang Pembinaan
6. | Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
koordinator Kepala Bidang Pengendalian dan
Perlindungan
Anggota Staf Bidang Pengendalian dan
Perlindungan
7. | Sekretariat

Koordinator

Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas
Pengelolaan Lingkungan dan
Perhutanan Sosial

Anggota

Staf Bidang Peningkatan Kapasitas
Pengelolaan Lingkungan dan
Perhutanan Sosial

Tabel 2. Penunjukan PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara

Timur
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4. Daftar Informasi Publik

Derasnya arus informasi yang diterima oleh publik saat ini membuat pemerintah memandang
perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat,agar publik dapat memperoleh informasi

secara resmi dan lengkap mengenai pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai saluran informasi.

Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakansebuah sistem
informasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi lingkup
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai Badan Publik, Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kewajiban untuk membuat dan mengumumkan
daftar informasi publik yang bersifat berkala dan serta-merta. Untuk informasi yang bersifat tersedia
setiapsaat, diperlukan proses permohonan informasi dengan cara terlebih dahulu mengisiformulir
permohonan informasi dan identitas diri yang diperlukan. Proses permohonan informasi ini dapat
dengan mudah dilakukan oleh masyarakat melalui website PPID Provinsi NTT

(http://ppidutama.nttprov.go.id).

B. Informasi yang Tersedia Berdasarkan Klasifikasi
1. Daftar Informasi Publik yang Diumumkan Secara Berkala :

a. Informasi tentang Profil Badan Publik dan Profil Kepala Dinas;

b. Ringkasan informasi tentang program/kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkungan badan
publik;

c. Informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik berupa narasi realisasiprogram dan
kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan;

d. Ringkasan akses informasi publik;

e. Ringkasan tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau
berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik;

f. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan
keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang
bertanggungjawab yang dapat dihubungi;

g. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan

perundang-undangan terkait.

15


http://ppidutama.nttprov.go.id/

Nusa Tenggara Timur

A= PP NUSATENGGARATIMLR . DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN FROVINSI NTT
T 8 (Cetak
NOMOR  juDUL BN HATEGORI PENERS ACTION
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
1 Buku Kaleidaskop DLHE 2022 Infeemasi Kinerj Berkala KCHLTANAN PROVINGI NTT Uah Hapus: - CopyLink
Dokumennformasi Fubli v 18 anuary 2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
1 kP i Flormesi e Beale KCHLTANAN PROVINSINTT st g [ copy ik
02 june 2022
[HNAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
wa Dokumen 3 Sruklur Orgarisasi UPT KPH DLHK Provinsi NTT Fiol Badan Publk Berkals KIHUTANAN PROVINSI NTT Ut o[BI CopyLok
15 March 2021

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
Provingi NTT Prifil Badan Publik Berkala KCHLTANAN PROVINGI NTT Uah Hapus: - CopyLink
15 Maich 2021

4 Srubur it UPT Laboratoun

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
Frefi Badan Publik Berkala KEHUTAHAN PROVINSI NTT Usah Hapus - Copy Lk
15 Merch 2021

wu Orgaisasi T e

g dan L B3 DLH

DHNAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
b Curriculum vilag Kepaka Dings LHK Provingi NTT Priofil Badan Publik Berkale KCHUTANAN PROVINGI NTT Ugah  Hapus - ‘CapyLink
15 March 2021

DINASLINGHUNGAN HOLP DAY
Tllinsi K ekl YTHUTANAN PROVINGI NTT uean Haps [BRR CoppLk
15 Maih 21

7 LAPORAN T

AN PLRTANGGUNGIAWARAN DLHK 2020 ravisi Febvuai

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN

" [ R Y KEHLTANAN ROV T s v R Copyik
15 M 21
e DAUSLNVGAUNGAN HOUP DAN
v e A oty KCALTANAN PROVNSINTT Ut 00 CopLok
e Al 1022
DASLIVGRUNGAN HOUP DN
10 LD DinasLHK Prvi Wlormasikinegs  Berkale KCHUTANAN PROVING NTT uean Haps [BR CoppLk

26 Apiil 2022

© Whatsapp

(OJ:} ppidutama.nttprov.go.id/document

PFID NUSA TENGGARA TIAUR (@ DILAS UNGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN FROVINSI NTT

® sem

g

NOMOR  JUDUL

PENERBIT

DINAS LINGEUNGAN HIDUP DAN

" ur Organisasi Dinas Lingkungan Hicup dan Kehustanan Provinsi Nusa Tenggara Tinur Profl Badan Pubiik Derkala KCHUTANAN PROVINSI NTT Uoah  Hapus JORER  Capy Link
15 March 2021
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
12 L 1si NTT Tahun 2021 Lapuren Keuengan Berkala KEHUTANAN PROVINGI NTT Unah  vapus DR capy Lk
03une 2022
; DINAS LINGKUNGAN HIDLP DAN
Semua Dokumen | Liporan isensi orn: Penil Al Prowin P Program dan Kegian | Beskala KHUTANAN PROVINSINTT

06 July 2022

DINASLINGEUNGAN HIDUP DAN

1 LPPD Dinas LHK Prowinsi NTT Tahun 202 formasi Kinerja Berkala KCHLTANAN PROVINSINTT

20juy 2022

NS LINGKUNGAN HIOUP DAN
15 Poicast Kk Daun Dinas LUK Provingi NTT Informsi Knerja Berkalz KEHUTANAN PROVIN NTT Uat Hapus JBRERY | Copy Lk
28y 2022

DINAS LINGEUNGAN HIDUF DAN
16 Podcast Kk Daun Dinas LHK Pravinsi NTT Informasi Kinerja Berhala KIHUTANAN PROVINSI NTT ubah Hapus JBHEIRY Capy Lk’
02 August 2022

Gambar 8. Informasi Berkala Tahun 2022



2. Daftar Informasi Publik yang Diumumkan Secara Serta Merta
a. Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama
penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda
angkasa;
b. Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi
menular;
c. Informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atauteknologi,

dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
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Gambar 9. Informasi Serta Merta Tahun 2022

3. Daftar Informasi Publik yang Diumumkan Secara Setiap Saat
a. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan;
b. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen
pendukungnya dan laporan penaatan izin yang diberikan;
c. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan
prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang
menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik

serta laporan penggunaannya.
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Gambar 10. Informasi Setiap saat Tahun 2022



C. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Selama Tahun 2022, PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT tidak
memperoleh laporan permohonan informasi yang masuk secara online melalui Website PPID utama.
Pelayanan permohonan informasi lebih banyak dilakukan secara Offline, dimana pemohon informasi
datang langsung ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memperoleh informasi dan dilayani
di tempat yang telah disediakan (Pojok Integritas), dengan pelayanan Informasi yang diberikan
berkaitan dengan Tugas dan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa
Tenggara Timur atara lain :
1. Konsultasi dan Pengaduan terkait Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Perijinan Lingkungan dan Kehutanan;

3. Pertimbangan Teknis dan

4. Permintaan Bibit Tanaman Kehutanan.

Gambar 11. Pelayanan Publik di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT




D. Sunvey Kepuasan Pelayanan Informasi Publik
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan Survei
Kepuasan Masyarakat melalui Kuesioner dengan link “https://bit.ly/SurveykepuasanDLHK” untuk
mengukur kualitas pelayanan publik dan sekaligus menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi untuk
peningkatan kualitas pelayanan publik. Hasil dari survei ini diharapkan memberikan gambaran tentang
capaian kinerja dan permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT.
1. Jumlah Responden
Kuesioner  dari  responden  yang  terkumpul  melalui link  Google  Form

“https://bit.ly/SurveykepuasanDLHK” adalah sebanyak 42 responden yang terdiri dari :

- Jenis Kelamin . Laki-Laki A7 Orang
Perempuan . 25 Orang
- Tingkat Pendidikan : SD o0 Orang
SMP ) Orang
SMA . 14 Orang
D3 1 Orang
S1 . 16 Orang
S2 1 Orang
S3 -0 Orang
- Pekerjaan . Pelajar/Mahasiswa .10 Orang
PNS 2 Orang
Swasta 10 Orang
TNI/POLRI 1 Orang
Lainnya ) Orang
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2. Hasil Survey

Dari 42 (empat puluh dua) responden yang telah diminta pendapat mengenai pengalamannya dalam

memperoleh pelayanan dari aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, nilai

rata-rata per unsur pelayanan adalah sebagai berikut:

NO UNSUR PELAYANAN NILAI PELI\,ﬂ\l\J(-I,;\liIAN
1 2 3 4
1 Persyaratan Pelayanan 3,467 BAIK
2 Prosedur dan Tata Cara Pelayanan 3,267 BAIK
3 Ketepatan Waktu Pelayanan 3,467 BAIK
4 Kesesuaian Biaya Pelayanan 3,4 BAIK
5 Kesesuaian Hasil Terhadap Standar Pelayanan 3,333 BAIK
6 Kemampuan Petugas Pelayanan 3,267 BAIK
7 Sikap/Prilaku Petugas Pelayanan 3,233 BAIK
8 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,767 SANGAT BAIK
9 Ketersediaan Sarana Prasarana 3,233 BAIK
NRR IKM TERTIMBANG 3,260 BAIK
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) 81,51 BAIK

Tabel 3. Nilai Rata-rata, Mutu Pelayanan dan Peringkat Unsur Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Provinsi NTT

Dari hasil survey diketahui nilai per unsur berkisar 3,233 hingga 3,767. Nilai terendah pada unsur

penanganan Ketersediaan Sarana dan Prasarana, dan nilai tertinggi pada unsur Penanganan

Pengaduan, Saran dan Masukan. Nilai rata — rata IKM tertimbang sebesar 3,260, sedangkan Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Unit Pelayanan sebesar 81,51 termasuk dalam kategori Mutu

Pelayanan Baik.
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Penutup




Keterbukaan Informasi akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan
kebijakan publik, sehingga berdampak dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu
tarnsparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu sebagai Badan
Publik wajib meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi, sehingga dapat menghasilkan layanan
informasi yang berkualitas dan sistem pemerintahan yang baik dan terbuka.

Memberikan layanan secara cepat dan dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan
oleh masyarakat merupakan nilai positif bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa
Tenggara Timur, serta menjadi tantangan untuk lebih memberikan pelayanan yang lebih baik pada

masyarakat dalam bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
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